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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

SALINAN 
PERATURAN  DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 1 TAHUN 2010    
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   

 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kota Surabaya sebagai kota industri 
dan perdagangan diperlukan dukungan percepatan dalam 
pelayanan pemberian perizinan di bidang perdagangan dan 
perindustrian serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan 
kepastian berusaha dengan penyederhanaan prosedur 
perizinan; 

 
b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya berwenang menjalankan  

urusan pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

 
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, 
Perdagangan dan Penanaman Modal  sudah tidak sesuai lagi 
dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan 
dunia usaha yang lebih luas; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b  dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang 
Perdagangan dan Perindustrian. 

 
Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel voor Indonesie Staatblads 1847 Nomor 23); 
 
2. Bedrijfsreglementerings  Ordonnantie Tahun  1934 (Staatblads 

1938 Nomor 86)  tentang Pembatasan  Perusahaan; 
 
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

 



 2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2759); 

 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3029); 

 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3274); 

 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Pembentukan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3564); 

 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4661); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720); 

 
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4077); 

 
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 

 
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 
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16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 

 
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3743); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara   Nomor 4737); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara   Tahun 2007 Nomor 90   Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4742); 

 
23. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan 

Industri; 
 

24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 
Toko Modern; 

 
25. Keputusan Menteri  Perindustrian  Nomor 148/M/SK/7/1995 

tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses 
Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan 
Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam 
Yang Berlebihan; 

 
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan 
Pameran Dagang, Konvensi dan/ atau Seminar Dagang; 

 
27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp); 
 

28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang 
Tata Usaha atau Penangkapan dan Pengedaran Tumbuhan 
dan Satwa Liar; 
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29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 
tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 

 
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor  46/M-DAG/PER/9/2009; 

 
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 

tentang Penyelenggaraan  Waralaba; 
 

34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-Ind/Per/6/2008 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha 
Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 

 
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 

12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 

tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol; 

 
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 

 
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 
 
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 
 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Surabaya. 
 
5. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah, firma, dan koperasi.  

 
6. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di bidang 
Perdagangan dan Perindustrian. 
 

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi 
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya 
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

 
8. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah  

penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh 
persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan. 

 
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 
yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota 
Surabaya  untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 
 

10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Kepala 
Daerah kepada perusahaan industri  untuk langsung dapat 
melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, 
pengadaan serta pemasangan instalasi / peralatan dan bukan 
merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. 

 
11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa 

yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan 
hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau 
kompensasi. 

 
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun 

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap 
pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

 

 


